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Abstract

Education system keeps changing till nowadavs, not only in developed countries, but also
in developing countries. Changing in education system involves tools and equipments used
also. The implementation of high technology as equipments and tools in education is a need as
the speed increased used of technology. There are so many human resources marked
“professional and intelectual” as a result of the education process. In relation with this fact,
has the education process already succeeded? How is the education system in Indonesia? Has

it already succeeded as well? This paper describes todav’s education system in Indonesia, by
providing data and observing the problems.
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Pendahuluan

Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa sumber daya manusia (human resources) dari
suatu bangsa, bukan modal fisik atau sumber daya materal, merupakan faktor yang paling
menentukan dari karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang
bersangkutan. Di mana mekanisme kelembagaan pokok dalam pengembangan keahlian dan
pengetahuan manusianya adalah melalui sistem pendidikan formal.

Akan tetapi penciptaan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat
secara kuantitatif bukan merupakan kunci utama dalam mensukseskan pembangunan nasional.
Sebagai gambarannya, setelah hampir tiga dasawarsa lamanya, perluasan kesempatan bersekotah
secara cepat dengan menelan biaya hingga ratusan milliar dolar telah terlaksana, tetapt kondisi
dasar rata-rata penduduk diberbagai negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin
tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Kemiskinan absolut justru semakin parah
dan tersebar luas di mana-mana. Jurang kesenjangan kemakmuran antara penduduk kaya dan
penduduk miskin terus-menerus melebar dari tahun ke tahun. Proporsi pengangguran, baik
yang terbuka maupun yang tidak kentara terus melonjak. Dan yang paling menyedihkan adalah
jumlah penganggur yang “terdidik” di berbagai negara Dunia Ketiga semakin bertambah banyak.

Gambaran di atas bukan berarti bahwa sistem pendidikan formal (formal eduction system)
telah gagal dan menjadikannya penyebab dari permasalahan-permasalahan yang timbul, akan
tetapi mungkin kita terlalu beriebihan dalam menanggapi serta mengartikan untuk selalu
bertindak dan bersikap positif yang serba * madern ** tanpa memperhitungkan segala kelemahan
dan dampak negatifnya. Karena peran pendidikan formal tidaklah terbatas pada memberikan
pengetahuan dan keahlian kepada masing-masing individa untuk dapat bekerja sebagai agen
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perubahan ekonomi (economic change agent) yang baik bagl masyarakatnya tetapi juga
menanamkan tata nilalr yang serba luhur, norma/etika cita-cita tingkah laku serta aspirasi yang

selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kepentingan
pembangunan bangsa yang bersangkutan.

Pendidikan D1 Negara - Negara Berkembang Dan Indonesia

Untuk memggambarkan sudah berhasilkah sistem pendidikan yang berlangsung di negara-
negara berkembang. khususnya di Indonesia, perhatikan kita akan menitik beratkan pada
masalah tingkat pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, rasio penduduk usia sekolah
yang bersekolah ( enrollment ), tingkat buta huruf, tingkat putus sekolah serta perbandingan

antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan dengan perbandingan antara
data-data Indonesia dan data-data negara-negara berkembang lainnya.

Pengeluaran Pemerintah Untuk Bidang Pendidikan

Tingkat pengeluaran pemerintah di negara-negara berkembang untuk bldang pendidikan
di era 1970-an sangat besar. Angka persentase anggaran pendidikan terhadap pendapatan
nasional mupun terhadap anggaran belanja nasional meningkat pesat. Sebagai gambaran di
negara-negara Asia, total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan telah meningkat tiga kal
lipat selama tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Sedangkan di kawasan Afrika dan Amerika
Latin pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan selama periode tersebut meningkat
lebih dari dua kali lipatnya, di mana kenaikkan tersebut melebihi dari kenaikkan pengeluaran
untuk sektor manapun dalam perekonomiannya. Sampai dengan awal dasawarsa 1990-an
anggaran pendidikan di berbagai negara Dunia Ketiga telah menyerap sekitar 15% sampat
27% dan total pengeluaran pemerintah. Tetapi secara numeric, jumlah pengeluaran tersebut
masih sedikit (bila dibandingkan dengan negara-negara maju) yaitu mencapai US $ 229 per
kapita pertahunnya. Sementara untuk negara-negara maju biaya pendidikan yang dikeluarkan
pemerintah mencapai US $ 468 atau dua kali lipat lebih tinggi dari negara berkembang.

Untuk kasus di Indonesia sendiri, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sangatiah
besar dan akan selalu membutuhkan dana yang tidak kecil jumlahnya. Kita ambil salah satu
contoh (sebagar gambaran kita) tentang berapa besarnya pengeluaran pemerintah dalam hal
pendidikan ini, yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan buku setiap pergantian
tahun ajaran. D1 bawah ini kita ambil contoh pengadaan buku untuk pendidikan dasar dan
menengah.

Program pemerintah dalam hal pengadaan buku ini sudah dimulai sejak tahun 1980—an
di mana pemerintah sudah berupaya keras menyisihkan uang anggaran belanja untuk membeli
buku pelajaran yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Target program int adalah satu buku untuk
satu siswa, dengan tujuan untuk membantu sistem pembelajaran siswa baik di sekolah maupun
di rumah. Tak heran jika pemerintah selalu “ngotor” mewujudkan program ini. Data
menunjukkan untuk wilayah D.K.I. Jakarta saja suatu proyek tentang pengadaan buku
pendidikan dan pengajaran tingkat menengah yang diadakan Depdiknas pada tahun anggaran
2003 sesuai dengan persetujuan Daftar Isian Proyek (DIP) membutuhkan dana sekitar £ Rp.

3,889 Milliar, sedangkan untuk tingkat dasar dana yang dianggarkan sekitar * Rp. 13,139
Milhar (Kompas, 11 September 2003).
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Bagi suatu negara seperti -Il‘ldOI‘IESiﬂ, angka di atas bukanlah jumlah yang kecil untuk

dikeluarkan, masih ada berbagai macam sektor yang masih harus dipenuhs dengan sejumlah
anggaran yang tersedia.

Proporsi Bersekolah (Enrollment)

Pada pertode antara tahun 1960 dan 1990 jumlah total murid yang masuk sekolah di
masing-masing dari tiga tingkatan utama pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) di berbagai
negara berkembang di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin telah melonjak sekitar
dari 163 juta orang menjadi 440 juta orang, yaitu ada kenaikkan sekitar 5% per tahun. Walaupun
bagian yang paling besar atas jumlah tersebut terjadi pada tingkat sekolah dasar, namun proporsi
kenaikkan terbesar justru terjadi pada tingkat sekolah menengah serta perguruan tinggi, yang
masing-masing mencapi 12,7% dan 14.5% per tahun. Meskipun demikian proporsi jumlah
murid sekolah dasar masih sekitar 78% dari total murid yang terdaftar dalam sistem pendidikan
di negara-negara berkembang. Data mengenai rasio antara jumiah anak usia sekolah dan rasio
penduduk usia sekolah yang benar-benar bersekolah (enrollment ratios), baik pada tingkat
sekolah dasar, menengah maupun tingkat tinggi pada negara-negara Dunia Ketiga serta negara
maju sebagal perbandingannya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Rasio Anak Bersekolah dari Total Anak Usia Sekolah Disejumlah Negara Berkembang Pada
Tingkatan Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi, Untuk Tahun 1992 dan Tahun 1965 Sebagai
Perbandingan (datam Persentase)

Rasio Anak Bersekolah sebagai Persentase Usia Sekolah ]
Negara Tahun Sekolah Dasar Menengah Sekolah Tinggi
1965 1992 1965 1992 | 1965 1992

Negara Berkembang

Berpenghasilan Rendah
Bangladesh 49 77 13 19 | 1 4
Ethiopia 11 22 2 12 0 |
Hait: 3G 30 3 22 0] I
India - 74 100 27 44 S 61l
Sr1 Lanka 93 100 35| 74 2 6
Tanzania 32 68 2 5 | 0 ]

Negara Berkembang |

Berpenghasilan -

Menengah 84 100 17 55 3 15 ]
Kolombia 50 79 8 28 I 2 9
Guatemala 02 100 17 55 4 I 14
Meksiko 100 100 41 74 19 28
Fihipina 100 100 35 90 6 42
Korea Selatan 78 07 14 33 2 19
Thailand 10O 100 61 93 21 51
Negara-negara Maju | | P

Sumber 1. World Bank, World Development Report, 1992 dan 1995 (New York: Oxford

University Press, 1992 dan 1995), annex Tabel 28.
2. Statistik Indonesia, BPS 2001
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Dari data di atas, kita bisa mengetahui telah terjadi peningkatan atas jumlah anak-anak
yang bersekolah pada perbandingan periode yang bersangkutan khususnya pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah. Tetapi sayangnya jumlah siswa atau pelajar yang harus
bersekolah sampai masa pendidikan benar-benar selesai (sampai tamat) atau tidak ada yang
berhent: di tengah jalan (dengan alasan tertentu).

D1 negara Indonesia sendiri, salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan
dan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, yaitu dengan mencanangkan
berbagar program, seperti : program wajib belajar, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
dan fain-lain. Melalui program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia tangguh
yang siap bersaing pada era globalsasi ini.

Dari data hasil sensus nasional tahun 2001 penduduk usia sekolah yang berumur 7-24
tahun ada sebanyak 71,8 juta orang. Dari seluruh penduduk tersebut ada sebanyak 43.050.573
orang yang berstatus masih sekolah, yaitu terdiri dari 22.259.852 orang laki-laki dan 20.790.721
orang perempuan.

Pada tabel 2, disajikan data mengenai penduduk usia 7 - 24 tahun yang masih bersekolah
-menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Lebih dari 50% penduduk yang masih sekolah
berada pada kelompok umur 7 — 12 tahun. Dibandingkan tahun 2000, jumlah penduduk berumur
7 — 12 tahun yang masih mengalami peningkatan pada tahun 2001, baik untuk penduduk laki-
laki maupun perempuan. Sedangkan pada kelompok umur lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2

Penduduk Usia 7 — 4 Tahun yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin 1997 - 2001

Jenis Kelamin & | i
Kelompok Umur* 1997 ** 1998 1999 2000" 20017 J
[akt-laki
7-12 13.505.765 | 13.461.207 | 13.312.954 | 12.194.560 | 12.663.627
13- 15 5.663.687 | 5.545.104 | 5.586.068 | 5.176.741 | 4.940.218
16 - 18 3.323.155 | 3.405.063 | 3.617.461 | 3.412.339 | 3.286.462
19 -24 1.308.451 | 1.349982 | 1.461.022 | 1.448.594 | 1.369.545
Perempuan
7-12 12.742.214 | 12.560.853 | 12.397.179 | 11.573.342 | 11.931.928 I
i13-15 5.235.870 | 5.251.246 | 5.324.502 | 4.876.403 | 4.753:432
16 - 18 3.069.08!1 | 3.142.603 | 3.431.493 | 3.169.633 | 2980.305
19 - 24 1.070.175 | 1.104.140 | 1.234.159 | 1.142.019 | 1.125.056
Laki-laki+Perempuan

7-12 26.247.979 | 26.022.060 | 25.710.133 | 23.767.902 | 24.595.555
13-15 10.899.557 | 10.796.350 | 10.910.570 | 10.053.144 | 9.693.650
16-18 6.392.236 | 6.547.666 | 7.048.954 | 6.581.972 | 6.266.767
19-24 2.378.626 | 2.454.122 | 2.695.181 | 2.590.613 | 2.494.601

Catatan :  *) Tidak termasuk DI Aceh dan Maluku / Excluding DI Aceh and Maluku
**) Tidak termasuk DI aceh / Ecluding DI Aceh
Sumber :  Siatistik Indonesia, BPS 2001

PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN NEGARA BERKEMBANG LAINNYA : SEBUAH STUDI KOMPARASI

Anna Widiastuti ﬂ

-
-



Kemampuan Baca Tulis (Liferacy)

Sejak tahun 1980, persentase penduduk dewasa (dalam hal ini usia 15 tahun ke atas) yang
buta huruf di negara-negara berkembang telah menurun dari 60% pada tahun 1960 menjadi
36% di tahun 1990. Namun, sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, jumlah
absolut penduduk dewasa yang buta hurut dalam periode yang sama justru semakin meningkat
dari sekitar 120 juta jiwa di tahun 1960 menjad: lebih dari 940 juta jiwa pada tahun 1990.
Tingkat buta hurut penduduk di dacrah pedesaan yang paling tinggt ditemukan di1 negara-
negara Afrika (sekitar 50%), negara-negara Arab (45%). disusul oleh Asia Selatan (45%), Asia
timur {24%) dan Amerika Latin (15%). Di Amernka Utara dan Eropa, tingkat buta huruf
penduduk dewasanya masing-masing hanya sekitar 1,0% dan 2,5%.

Kasus di Indonesia, penurunan jumiah penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur
di luar 7 -~ 12 tahun (seperti yang sudah dijelaskan pada sub di atas) berpengaruh terhadap
penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Hal ini bisa disimak pada tabel 3.
Darni data tersebut dijelaskan bahwa persentase penduduk yang buta huruf mengalami sedikit
peningkatan pada tahun 2001 jika dibandingkan dengan tahun 2000. peningkatan persentase
penduduk buta huruf terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kondisi seperti ini
terjadi pada semua kelompok umur kecuali pada kelompok umur 30 - 34 tahun.

Tabel 3
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Golongan
Umur dan Daerah Tampat Tinggal 2000 - 2001

Golongan Kota Pedesaan Kota+Pedesaan
| Umur 2000" | 20017 | 2000" [ 20017 | 2000" | 20017
10- 14 0.51 0.69 1.66 2.14 1.22 1.56
15-19 0.49 0.71 1.96 2.33 1.31 1.58
20~ 24 0.62 0.76 3.04 3.04 1.86 1.91
25-29 0.87 1.06 4.27 4.39 2.7 2.84
30 - 34 2.13 2.12 1.22 7.08 4.93 4.81
35-39 3.53 4.16 11.51 12.09 8.16 8.97
40 — 44 4.83 6.09 1549 | 16.10 | 10.89 | 11.69
45 - 49 5.89 7.24 18.22 | 19.12 | 13.03 | 14.04
30 + 22.24 24.3 41.59 | 43.60 | 34.02 | 36.0]
Jumlah 3.36 5.99 13.62 | 1443 | 10.08 | 10.73
Catatan : 1) Tidak termasuk DI Aceh dan Maluku / Excluding DI Aceh and Maluku
2) Thdak termasuk DI aceh / Ecluding DI Aceh
Sumber : Statistik Indonesia, BPS 2001
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Sarana Pendidikan

Pada tabel 4 sampai 6 disajikan data mengenai jumlah murid, sekolah dan tenaga pendidik
atau guru dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMU dan SMK)
yang bersumber dari Depdiknas. Pada tingkat sekolah dasar tahun ajaran 2000/2001 terjadi
peningkatan jumlah murid dibandingkan dengan tahun ajaran 1999/2000. Sedangkan untuk
jumlah sekolah dan guru mengalami penurunan. Pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)
terjadi peningkatan jumiah guru, sedangkan jumlah sekolah dan murid mengalami penurunan.
Pada tingkat sekolah menengah umum (SMU) terjadi penurunan jumlah guru, sedangkan jumlah
sekolah dan murid mengalami peningkatan. Pada sekolah menengah kejuruan (SMK), baik
jumlah murid, guru maupun sekolah mengalami peningkatan.

Sedangakan pada tabel 7 menyajikan data jumlah perguruan tinggi, mahasiswa dan tenaga
edukatif baik negeri maupun swasta pada tahun 2000/2001. Jumlah mahasiswa terdaftar pada
perguruan tinggi swasta sekitar 1.802.152 orang, masih lebih banyak jika dibandingkan dengan
mahasiswa perguruan tinggi negeri yang hanya sekitar 816.552 orang (data ini tidak termasuk
mahasiswa Universitas Terbuka). Begitu pula dengan jumlah perguruan tinggi, mahasiswa
maupun tenaga edukatit, lebih banyak pada perguruan tinggi swasta dibandingkan dengan
perguruan tinggi negeri.

Pada tabel 8 menggambarkan tentang partisipasi penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam
bersekolah. Data pada tabel menunjukkan dari 100 penduduk pada tahun 2001 ada sekitar 25
orang yang berstatus masih bersekolah, 62 orang yang pernah bersekolah dan 13 orang penduduk
yang belum pernah sekolah. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak atau

belum pernah bersekolah di daerah pedesaan cukup tinggi (sekitar 16,60%) terutama pada
kelompok umur 35 tahun ke atas.
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Tabel 7

Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Edukatif Negeri dan Swasta di bawah
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Menurut Provinsi 2000 / 2001

Sumber : [. Departemen Pendidikan Nasional
2. Statistik Indonesta. BPS 2001

E JURNAL DINAMIKA EKONOMI & BISNIS
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Jumlah : Jumlah Tenaga
Privinsi Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa Edukatif

. Negeri | Swasta | Negeri Swasta Negeri | Swasta
Dista Aceh 2 42 | 20.540 30.796 1.469 2.593
Sumatera Utara 3 114 [ 35.554 128.418 2.543 10.748
Sumatera Barat 3 53| 26.016 49.877 2.512 5.114
Riau | 31 13.179 19.276 910 }.247
Jambi I 10 6.540 6414 625 753
Sumatera Selatan 2 13 18.759 44.230 1.361 4.170
Bengkulu I |3 9616 6.790 577 550
Lampung 2 49 18.099 23.892 [.006 1.798
D.K.1. Jakarta 4 254 | 174136 | 401.408 4.118 | 31.824
Jawa Barat 7 226 | 86.368 204.698 6.391 18.534
Jawa Tengah 6 148 | 80.331 156.584 5.120 9.969
D.1. Yogyakarta 3 80 | 47.343 166.555 3.481 9.312
Jawa Timur 10 221 88.310 332.648 6.251 21.769
Bali 4 24 18.959 17.67] 2.209 2.562
Nusa Tenggara Barat l |8 0.429 14.572 771 2.471
Nusa Tenggara Timur 3 8 8.466 14.673 859 383
Kalimantan Barat 2 8 13.277 15.630 883 1.042
Kalimantan Tengah | 9 8.344 7251 606 932
Kalimantan Selatan 2 7 0.463 20.604 019 }.549
Kalimantan Timur 3 33 13.976 18.378 938 1.642
Sulawesi Utara 4 34 | 28923 11.569 2991 2.183
Sulawesi Tengah l 14 11.682 7.428 922 1.463
Sulawesi Selatan l 4 106 | 37390 75969 | 2770 | 7.066
Sulawesi Tenggara I 12 13.879 4.939 589 590
Maluku 2 29 8.530 7.882 880 7127
[rian Jaya 1 25 9.443 {4.000 519 864
Indonesta [ 76 1.671 | 816.552 | 1.802.152 52.220 | 141.853




Biaya Dan Hasil

Akhir-akhir int semakin banyak kritik yang dilancarkan terhadap kenyataan kian
timpangnya biaya-biaya pendidikan dalam berbagi tingkat pendidikan di negara-negara
berkembang, tak terkecuali untuk Indonesia sendiri. Ketidakseimbangan tersebut nampak
semakin jelas apabila kita juga membandingkan biaya pendidikan pada tingkat sekolah menengah
dan pendidikan tinggi di satu sisi dengan tingkat sekolah dasar pada sisi yang lain, Pemerintah
negara-negara berkembang sendiri selam 1ni terlalu menitikberatkan pengembangan pendidikan
tinggi dan secara relatif kurang memperhatikan pengembangan pada pendidikan dasar dan
menengah. Investast yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah kurang efisien. Dana-dana
yang dikeluarkan tersebut mungkin akan lebih produktif apabila ditanamkan dalam
pengembangan sekolah dasar. Namun hal ini tidak harus ditafsirkan bahwa sekolah dasar harus
lebih diutamakan daripada perguruan tinggi, karena hal itu ditentukan oleh prospek
ketenagakerjaan bagt masing-masing jenjang pendidikan pada masa-masa selanjutnya.

Menurut Behrman dan Birdsall melalui penelitian yang dilakukannya telah membuktikan
bahwa yang paling menentukan rasio pendapatan (produktivitas) dengan pendidikan bukanlah
panjang pendeknya masa belajar, melainkan kualitas pendidikan (yaitu : mutu pengajaran,
kecukupan fasilitas dan kecermatan kurikulumnya). Dengan artian, pemerintah harus
memusatkan anggarannya untuk meningkatkan mutu sekolah yang ada, dengan lebih
mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya di atas kuantitasnya.

Hasil penelitian di atas kemungkinan ada benarnya juga. Dan, kita semua mungkin juga
mau mengakui bahwa institusi pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat tni belum memberikan
sumbangan yang berarti bagi masyarakat. Segelintir pihak yang mau melibatkan diri dalam
ikut serta memecahkan masalah yang dibadapi bangsa Indonesia. 1barat jumlahnya bisa kita
hitung dengan jar:.

Sumber menyebutkan, contohnya di Jawa Tengah sendiri yang memiliki lima perguruan
tinggt negeri (belum kalau ditambah dengan perguruan tinggi swasta). Hal ini menjadikan
Jawa Tengah sebagat propinsi dengan perguruan tinggi negeri terbanyak di Indonesia. Tetapi,
keberadaan perguruan tinggi negeri tersebut ternyata belum memberikan arti bagi perekonomian
daerah. Padahal setiap universitas pada umumnya memiliki lembaga penelitian dengan berbagai
pusat penehitian serta mempunyal Lembaga Pengabdian Masyarakat. (Kompas, Juli 2003)

Setelah lima tahun mengalami krisis multidimensi, Universitas di Indonesia tidak ada
yang melakukan upaya memberikan rekomendasi solust kepada pemerintah berdasarkan studi
multidisiplin dan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang muncul justru berbagai
bentuk kritik, komentar, protes dan demonstrasi yang mengatasnamakan kampus, baik dari
kalangan mahasiswa ataupun “cknum” perseorangan. Apakah sikap demikian yang akan kita
sebut sebagai “hasil” dari sistem pendidikan ? Masih adakah sikap-sikap yang rasional untuk
meluruskan kembali asal tujuan dari sistem pendidikan yang sudah dijalankan.

Pentingnya Peranan Pemerintah

Pemerintah dan semua pihak yang terkait harus berupaya keras mewujudkan cita-cita negara
untuk mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih
besar, karena pemerintah melalui departemen dan instansi yang terkait merupakan operator
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urusan negara, jadi tidaklah proporsional jika ricgara dan pemenntah melepaskan tanyrung
jawabnya dalam menyediakan anggaran pendidikan. Bahkan pemerintah hendaknyame~ : - «m

pendidikan sebagai prioritas anggaran negara, karena pendidikan adalah salah satu ca-- - zm
peningkatan kualitas sumber daya manusta yang memegang perandn penting dalam kebijakan
suatu negara. Di Indonesia mungkin bisa dicontohkan di sini mengenai kebijakan pemerintah
dalam hal aturan subsidi silang untuk perguruan tinggi negeri, berbagas bentuk beasiswa untuk
yang tidak mampu dan lain-lain.

Melihat pentingnya peranan pemerintah di bidang pendidikan ini, bisa kita lihat dari segi
penawaran dan segi permintaan. Keseluruhan jasa dan fasilitas di bidang pendidikan yang
disediakan oleh pemerintah dari segi penawarannya biasanya dibatast oleh kemampuan dari
suatu negara yang bersangkutan melalui anggaran yang disediakan untuk sektor pendidikan.
Sedangkan kalau dilihat dari segi permintaan, hal ini berkaitan dengan individu yang
menjalankan (siswanya). |

Ada 2 hal yang diharapkan dari pihak individu darn apa yang ditawarkan selama ini oleh
pemerintah, dan hal ini merupakan taktor yang paling mendasar, antara lain :

1) Harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan asumsi nantinya
mendapatkan penghasilan yang tinggi dimasa yang akan datang. |
7) Biaya-biaya pendidikan (sekolah) yang ditanggung selama ini nantinya mendapatkan

“timbal balik” sesuai yang sudah dikeluarkan.

Tapi kenyataannya, apa yang diharapkan dan apa yang didapatkan tidak sebanding dengan
apa yang dikeluarkan, benarkah 7

Kesimpulan

Berbicara mengenai‘masalah yang ada di dunia pendidikan memang tidak bisa untuk
diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Untuk negara-negara maju yang umumnya mempunyai
penduduk berpendapatan tinggi, mungkin tidak mengalami kesukaran dalam melakukan
investasi di bidang pendidikan. Para individu di negara maju telah mempunyai dorongan untuk
mengeluarkan sebagian dari pendapatannya untuk investasi pendidikan yang tinggi atau mahal,
sehingga pemerintah tidak perlu melakukan investasi di bidang pendidikan terlalu banyak.
Dalam hal ini mungkin pemerintah hanya periu membuat kebijakan kurikulum untuk mengatur
sektor pendidikan.

Berbeda kalau kita bandingkan untuk negara-negara berkembang. Banyak individu-individu
yang masih sibuk untuk memikirkan bagaimana akan memenuhi kebutuhan sehari-hart yang
dianggap sebagai kebutuhan dasar. Mereka tidak memiliki banyak pendapatan untuk disisithkan
bagi biaya pendidikan. Dari sinilah pemerintah dituntut untuk lebih aktif melakukan investasi
pendidikan. Andil pemerintah di sini dapat dalam bentuk sekolah cuma-cuma, biasiswa bagi
rakyat yang tidak mampu dan mungkin pembebasan sebagian biaya pendidikan. Atau bisa
ditambahkan kebijakan eksternal dari pemerintah di bidang pendidikan dapat berupa : kebijakan
ke arah perbaikan dengan upaya penyempurnaan sistem pendidikan agar lebih sesuai dengan
kepentingan pembangunan dan perubahan pola penjatahan pekerjaan berdasarkan ijazah
(walaupun sulit dilakukan). Dan kebijakan internal dari pemerintah dapat berupa : anggaran
pendidikan subsidi, penyesuaian kurikulum dan sebagainya.
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